
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONES]A
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR P- 29 /BC / 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR P-26IBC / 2OO9 TENTANG TATA CARA PENUNDAAN

PEMBAYARAN CUKAI

Menimbang

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 96 / PMK.04/ 20L0 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteli Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009
tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha
Pablik atau lmportir BaranE Kena Cukai yang Melaksanakan
Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai, periu
dilakukan penyempurnaan ketentuan terkait tata cara
penundaan pembayarar cukai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetaPkan Peraturan Direktur Jenderal Bea
dan Cukai tentang Perubahan atas Peraturan Direktur

Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-26/BC/2009 tentang Tata
Cara Penundaan Pembayaran Cukai.

Pelaturan Menteri Keuangar Nomor 69/PMK.04/2009 tentang
Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau
Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan

Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteli Keuangan Nomor 96 /PMK 04/201'0;

Mengintat

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DIREKIUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
]ENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR

JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-26 /BC /2009
TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN
CUKAI,

Menetapkan
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Pasal I

Beberapa ketentuar dalam Peratwan Direktur Jendelal Bea dan Cukar Nomor P-

26/BC/2009 te tar\g Tata Cara Penundaan Pembayaran Cukai, diubah sebagai belikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah dengan menyisipkan 1 (satu) ayat di antara ayat (1) danayat
(2), yakni ayat (1a), dan mengubah ayat (2), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai be kul:

Pasal 3

(1) Perhitungan besamya nilai cukai yang dapat diberikan penundaanl
a. untuk Pengusaha Pabrik, sebanyak 2 (dua) kali dari nilai cukai rata-rata

perbulan yang paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan pita cukai
dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atau dalam kurun waktu 3
(tiga) bulan terakhir;

b. untuk lrnportir, sebanyak 1 (satu) kali dad nilai cukai rata-rata perbulan
yang paling tinggi, yang dihitung dai pemesanan pita cukai dalam kurun
waktu 6 (enam) bulan terakht atau dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan
terakhir

(1.a) Dikecualikan dari ketentuan perhitungan besamya nilai cukai yang dapat
dibedkan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pengusaha
Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan sebanyak 3
(tiga) kali dali nilai cukai rata-rata perbulan yang paiing tinggi, yang dihitung
dari pemesanan pita cukai dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir atar-r
dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;

(2) Nitai cukai yang dapat diberikan penundaan sebaEaimana dimaksucl Pada avai
(1) dan avat (1a) dapat ditambahkan paling banyak 50'/" (1ima puluh persen)
dari hasil perhitungan dentan memPertimbangkan kineria keuangan
perusahaan.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah dengan menyisipkan 1 (satu) ayat di antara ayat (1) dan
ayat (2), yakni ayat (1a), dan mengubah ayat (1) danayat(3), sehingga Pasal 19
belbunyi sebagai berilut:

Pasal 19

(1) Pembayaran cukai atas Pembedan penundaan untuk Pengusaha Pabrik waiib

dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal dokumen Pemesanan Prta
cukai.

(1.a) Dikecualikan dari pembayaran cukai sebagaimana dimaksud Pada a)at (1),

untuI< Pengusaha Pabrik yang telah mengeksPor hasil tembakau melebihi yang
dijual di dalam negeri sebelum tahun anggaran berlalan sebagaimana
dimal.sud dalam Pasal2 ayat (3), pembayaran cukai atas Pemberian Penundaan
wajib dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal dokumen
pemesanan pita cukai.
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Pembayaran cukai atas pemberian penundaan untuk Importir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib dilakukan paling lambat 1 (satu)
bulan sejak targgal dokumen pemesanan Pita cukai

Dalam hal jatuh tempo penundaan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), ayat
(1a), dan ayat (2) jatuh pada had libur, hari diliburkan, atau bukan hari ke4a
dari Bank Persepsi, Bant Devisa PersePsi, atau Pos Persepsi, yang
mengakibatkan pembayaran tidat dapat dilakukan. pembayaran cukai yang
terutang wajib dilakukan pada hari keria sebelum iatuh tempo

3. Ketentuan Pasal24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunvi sebagai berikut:

PasaI24

(1) Keputusan pemberian penundaan pembayaran cukai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (4) atau ayat (6), dibekukan seiama 6 (enam) bulan sejak
ditemukan pelanggaran dalam halr
a. Pengusaha Pabik atau Importir meiakukan pelanggaran Peldagangan

barang kena cukai berupa pemberian hadiah uang, balang atau yang
semacam itu, baik dikernas menjadi satu maupun tidal< menjadi satu
dengan baralg kena cukai;

b, Pengusaha Pabrik atau lmporth diduga melakukan pelanggaran pidana di
bidang cukai;

c. Pengusaha Pabrik atau lmPortk melakukan pelanggaran administrasi di
bidane cukai;

d. Pengusaha Pabrik atau ImPortir tidak menyelesaikan kewajiban
pembayaran cukai sampai jatuh temPo Penundaan; atau

e. hasil pemeriksaan sediaan Pita cukai atau hasil audii yang dilakukan
pejabat bea dan cukai, kedaPatan selisih kurang atau lebih yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan dari jumlah pita cukai yang seharusnya ada sesuai
buku atau catatan sediaan pita cukai.

Keputusan pemberiar penundaan dibekukan dalam hal Pengusaha Pabrik

yang mendapatkan Penundaan dengan iamiran bank atau jaminan dari

perusahaan asuransi atau Importir yang mendapatkan penundaan dengan
jaminan bank, sedang melakukan Pengangsuran Pembayaran atas surat tagihan

selain utang cukai yang tidak diselesaikan pembayaran cukainya Pada saat
jatuh tempo penundaan, yang nilainya masih kurang dari 75% (tujuh Puluh
lima perseQ dari jumlah tagihan.
Pernbekuan keputusan pembe an penundaan dilakukan oleh Kepala Kantor

dengan menerbitkan surat disertai alasan Pembekuan

(2)

(3)



4. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal25 berbunyi sebagai berikutr

Pasal 25

Keputusan persetujuan penundaan pembayaran cukai sebagaimana djmaksud

dalam Pasal 15 ayat (4) atau ayat (6), dicabut dalam hal:
a. atas permohonan Pengusaha Pabdk atau ImPortir yang bersangkutan;
b. NPPBKC Pengusaha Pabrik atau Importir yang bersangkutan dicabut;
c. pelsyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan

Mented Keuangan Nomor 69/PMK.04 /2009 tentang Penundaan Pembayaran
Cukai untuk Pengusaha Pabdk atau lmPo*ir Barang Kena Cukai yang
Melaksanakan Pelunasan Dengan Cala Pelekatan Pita Cukai sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteli Keuangan Nomor 96/PMK 04/2010, tidak
lagi dipenuhi;

d. jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 avat (1)
telal dilewati dar Pengusaha Pabrik atau ImPortir tidak menyelesaikan
kewajiban di bidang cukai;

e. Pengusaha Pabrik atau Importir belum menyelesaikan utang cukai, kekulangan
cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda sampal jatuh temPo;
dan/ atau

f. Pengusaha Pabril atau lmportir dijatuhi sanlsi pidana di bidang cukai vang
telah mempunyai kekuatan hukum tetaP.

5. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikutr

Pasal26

(1) Penglsaha Pabdk atau ImPortir yang kePutusan pemberian Penundaannva
telah dibekukan atau dicabut, waiib menyelesaikan pembayaran cukai paiing

lama pada saat jatuh temPo Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19.

(2) Pengusaha Pablik atau [mPortu yang dibekukan kePutusan Penundaan
pembayaran culainya, tidak daPat mengajukan permohonan penundaan

selama masa Pembekuan.

(3) Pengusaha Pabrik atau Importir yang dicabut kePutusan Penundaan' 
p"-buy"tutt cukainya, daPat mengajukan kembali Permohonan penundaan
setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan

6, Mengubah Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-
26/BC/2009 tentang Tata Cara Penundaan Pembayaran Cukai, sehingga men]adi
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peratu.an Direktur Jenderal Bea dan Cukai
ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderai
Bea dan Cukai ini.
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Pasal ll

Pada saat Pelaturan Direktur Jendeml Bea dan Cukai ini mulai berlaku, kePutusan

pemberian penundan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Dlrektur
jenderal Bea dan Cukai Nomot P-26/BC/2009 tentang Tata Cara Penundaan

Pembayarar Cukai masih tetaP berlaku sesuai iangka waktu yang ditetaPkan'

Peraturan Dtektur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku Pada tanggal 6 Juni 2010

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggai 0j ,run: 2,)11

^@{:p'-'}\'NDERAL

J*Jtjl
rr:ovas suctler e
NIP 19510621 197903 1 001



LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR 'ENDERAL BEA DAN CUKA]
NOMOR P' 29 /RC/2A70 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DiREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR 26lBC/2009 TENTANG TATA CARA
PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPTIIUSAN MENTERI KEUANCAN
N O M O R  . . . . . . .  ( 1 ) .

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANCAN NOMOR,...,( 2 ). ,.. TENTANC
PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI ATAS PEMESANAN PITA

cuKAL. . . . (3) . . . . . .  KIPADA.. . . . . . (4) . . . . . .  .  DL. . . . . . . (s ) . . .  . . . . .

Menimbang

MENTERI KEUANGAN,

: a. baiwa persyaratan untuk mendaPatkan Penyesuaian nilai
cukai yang diberikan penundaan pembayaran cukai telah
diatur dalam Peraturan Direktu! Jenderal Bea dan Cukai
Nomor 26/BC/2009 tentang Tata Cala Penundaan
Pembayaran Cukai sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Direktul Jenderal Bea dan Cukai Nomor

............. / BC / 2010;
b. bahwa ....(4)... di ...(5)... telah menyamPaikan Surat

Permohonan Penyesuaian Nilai Cukai Atas Pemberian

Penundaan Pembayaran Cukai nomor ".(6) tanggal . (7)

dan teiah melamptrLan Persvararan sebagalmana tersebut

huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, Perlu menetapkan KePutusan
Menteri Keuangan tentang Perubahan KePutusan Menteri
Keuangan Nomor...(2).... Tentang Pembelian Penundaan atas
Pemesanan Pita Cukai... (3) . kePada. (a). . di (5) ;

: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

(Lembaran Negara RePublik indonesia Tahun 1995 Nomor

76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peiaturan Menteri Keuangan Nomor 69,/PMK.04/2009

tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha

Pabrik atau lmPortir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan

Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

....... . / PMK.04 / 2010;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. .. . (8)

Mengingat



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA
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MEMUIUSKAN:

PERUBAHAN KEPUIUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
(2)... TENTANG PEMBERIAN PENUNDAAN ATAS

PEMESANAN PITA CUKAL.. (3)..... KEPADA ...(4) .. DL.(5)..

Ketentuan Diktum PERTAMA dalam KePutusan Menteri
Keuangan Nomor.....(2)........tentang Pemberian Penundaan
D 6 6 h ' t , . r r h  a , , L a ,  A t r "I  E ' r L U d ) d , o , ' Pemesanan Pita

Cuka i . . . . . (3 ) . . . . . . .Kepada. . . . . . . (4 ) . . . . . .D i . . . . . (5 ) . .  . . . . .  .  d iubah.  sehtngga
keseluruhan Diktum PERTAMA menjadi belbunyi sebagai
bedkut I
PERTAMA : Kepada.....(4).... di

pembayaran cukai
. . . . . . . (3 ) . . . . . . . . . sebesar :
a. . ...... (9) ( (10). . ), untuk

barang kena cukai hasil tembakau jenis
. . . . . . (11)  . .  ;

b  . . . . . . . . (e )  .  . . ,  ( . . . . . . . . .  .  (10)  . . . .  ) .  un tuk
barang kena cukai hasil tembakau ienis
. . . .  ( 1 1 ) . . . . . . ;

Keputusan Mented Keuangan ini mulai berlaku Pada tanSSal

ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan
Keputusan Mented Keuangan Nomor...(2).... tentang Pemberian
Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai

. . . . . (3 ) . . . . .  Kepada (4 ) . . . . .  D i  . . . . . (5 ) . .

Ditetapkan di ...(13) ...
padata^ggal..(14)...

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR ...(15). ,

....(5). .. diberikan penundaan
atas Pemesanan Pila cukai



Nomor (1)

Nomor (2)

Nomor (3)

Nomor (4)

Nomor (5)

Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)

Nomor (11)

PETUNJUK PENCISIAN

Diisi Nomor Keputusan Menteri Keuangan.

Diisi Nomor Surat Keputusan Mented Keuangan tentang
pemberian penundaan pembayaral cukai sebelumnva.

Diisi jenis baiang kena cukai.

Diisi nama perusahaan.

Diisi lokasi perusahaan bersangkutan.

Diisi Nomor Surat Pemohonan Penyesuaian Nilai Cukai

Diisi tanggal Surat Pemohonan Penyesuaian Nilai Cukai

Diisi Nomo! dan tentang dari Peraturan Menteri Keuangan
terkait kebijakan perubahan hje dan/ atau tarif cukai.

Diisi junrlah penyesuaian penundaan nilai cukai yang disetujui
dalam angka.

Diisi jurnlah penyesuaian penundaan niiai cukai yang disetujui
dalam huruf.

Diisi jenis barang kena cukai.

rnisalnya: - jenis SKM dan/atau SPM
- jenis SKT dan/atau KLB dan/atau KLM dan/atau

CRT ( dibedkan untuk selain SKM atau SPM)

Diisi pihak-pihak yang mendapat salinan kePutusan pemberian
penundaan pembayaran cukai, antara lainr
1. Menteri Keuangan u.p. Direktu! Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Cukai;
3. Kepala Kantor Wilayah (Kantor Wilayah yang membawahi

pengusaha pabrik /imPortir; dan
4. PR. A (diisi nama perusahaan yang bersangkutan)

Diisi lokasi penetapan kePutusan.

Diisi tanggal penetapan kePutusan.

Diisi nama kantor.

Diisi nama kepala kantor yang menandatangani keputusan
penundaan pembayalan cukai.

Diisi NIP kepala kantor vang menandatarlgani kePutusan
penundaan pembavaran cukai.

Nomor (12)

Nomor (13)

Nomor (14)

Nomor (15)

Nomor (16)

Nomor (17)

6ffi.RErrunJEruomar


